




KAJIAN PUSTAKA  
Pada bab ini di bahas hal-hal sebagai berikut : (1) Kajian Teoritis dan (2) 
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.  
2.1 Kajian Teoritis  
2.1.1 Perspektif 
Persepsi berasal dari Bahasa inggris yaitu perception berarti menerima atau 
mengambil. Menurut lavitt (dalam Desmita, 2011) perception adalah penglihatan, 
yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, perception 
adalah pandangan bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 
Para ahli pun mengidentifikasi persepsi secara berbeda, definisi persepsi menurut 
Chaplin (dalam Desmita, 2011) mengartikan persepsi yaitu sebagai proses 
mengenali objek dan kejadian objektif melalui indra. 
Menurut Young dalam Adrian (2010), persepsi merupakan sebuah aktivitas 
berupa mengindra, mengintegrasikan serta memberikan penelitian pada objek-
objek fisik ataupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya tergantung dari stimulus 
fisik dan sosial yang berada di dalam lingkungannya. Sensori dari lingkungan inilah 
yang akan diolah bersama-sama dengan hal lainnya yang sudah dipelajari 
sebelumnya baik berupa harapan, nilai, ingatan, sikap dan lainnya. 
Menurut pendapat peneliti bahwa persektif bermakna pula sudut pandang 
dan juga kaca mata, setiap orang memiliki perspektif masing-masing dalam 
memandang dan memaknai suatu hal tergantung dari mana dia melihat dari segi apa 




diartikan sebagai aktifitas mengindra. Yang dimaksud mengindra adalah 
memandang dan memberikan tanggapan atas situasi keadaan lingkungan yang 
sedang terjadi. Persepsi kemudian dioleh subjek yang kemudian menjadi dapat 
berbentuk harapan, sikap, pandangan dan sebagainya. 
Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pandangan subjek penelitian terhadap tema penelitian, sehingga dari pendapat 
tersebut mencerminkan pemikiran yang berbeda-beda bergantung pada siapa subjek 
dan latar belakang dari subjek penelitian yang diteliti. 
2.1.2 Guru PPKn 
Berdasarkan pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 
memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam 
pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-
tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, 
di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya. Menurut Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. 
Berdasarkan pengertian lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba 
merumuskan pengertian guru dengan definisi tertentu. Menurut Poerwadarminta 
(1996), guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Dengan definisi ini, guru 
disamakan dengan pengajar. Dengan demikian, pengertian guru ini hanya 




sebagai pendidik dan pelatih. Guru adalah pendidik profesional karena guru telah 
menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. 
Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi 
anak-anaknya. Sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang 
tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. 
Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset 
dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner 
/multidisipliner/multdimensional. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini 
memiliki objek kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik 
(political democracy) untuk aspek hak dan kewajiban (duties and rights of citizen). 
Objek kajian pokok inilah berkembang konsep civics, yang artinya warga negara 
pada zaman Yunani kuno. Kemudian secara akademis diakui sebagai embrionya 
civic education. Selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi “Pendidikan 
Kewarganegaraan”. Secara metodologis pendidikan kewarganegaraan sebagai 
suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi social 
studies yakni transmisi kewarganegaraan (citizenship tansmision) (Wahab, 
2011:316). 
Mata pembelajaran PPKn bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang 
memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup 
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila agar dapat berperan sebagai warga negara yang 
efektif dan bertanggung jawab (Rahmayani, 2016:144) 
Sebagai  mata  pelajaran  yang  memiliki  dimensi  pendidikan moral di 




(good  citizenship),  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Salah 
satu unsur penting warga negara yang baik adalah memiliki dan 
menumbuhkembangkan karakter sesuai dengan budaya bangsa, sehingga  dia akan  
dapat  mengambil  peran  dalam melakukan pembangunan masyarakat. (Amroellah, 
dkk, 2018 : 36) 
Peran guru sangat penting karena berfungsi sebagai pembimbing yang 
menyampaikan dan mentransfer bahan ajar berupa ilmu pengetahuan begitu juga 
dengan siswa yang berperan sebagai penimba ilmu, sedangkan materi ajar yang 
disampaikan oleh guru merupakan informasi atau pesan yang harus dipelajari oleh 
siswa untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan sebagai bekal untuk menyelesaikan 
studinya kelak.  
Menurut (Mujtahid,2011:15) tugas adalah aktivitas dan kewajiban yang 
harus diformasikan oleh seseorang dalam memainkan peranan tertentu. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
dijelaskan peran guru sebagai pembimbing, pembimbing, dan pelatih. 
a) Guru sebagai pendidik Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan 
tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 
melakukan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Mujtahid 
dalam salah satu tulisannya, mengutip pendapat Muchtar Buchori yang 




proses kegiatan untuk mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, 
dan keterampilan hidup pada diri seseorang. (Mujtahid, 2011) 
b) Guru sebagai pembimbing Guru berusaha membimbing peserta didik 
agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, dan dapat 
tumbuh serta berkembang menjadi individu yang mandiri dan produktif. 
Tugas guru sebagai pembimbing terletak pada kekuatan intensitas 
hubungan interpersonal antara guru dengan peserta didik yang 
dibimbingnya. Guru juga dituntut agar mampu mengidentifikasi peserta 
didik yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan 
diagnosa, dan membantu memecahkannya.  
c) Guru sebagai pelatih, guru juga harus bertindak sebagai pelatih, karena 
pendidikan dan pengajaran memerlukan bantuan latihan keterampilan 
baik intelektual, sikap, maupun motorik. Agar dapat berpikir kritis, 
berperilaku sopan, dan menguasai keterampilan, peserta didik harus 
mengalami banyak latihan yang teratur dan konsisten. Kegiatan 
mendidik atau mengajar juga tentu membutuhkan latihan untuk 
memperdalam pemahaman dan penerapan teori yang disampaikan 
Twain, (dalam Asmani,2009:22) menyatakan bahwa menghadapi era 
globalisasi, sekolah dan guru dituntut tidak hanya membekali siswa agar cakap 
dalam hal kompetensi akademik, namun bagaimana guru juga menciptakan 
hubungan yang baik dengan siswanya sehingga siswa memiliki kompetensi afektif. 
Karena peran guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada siswanya namun 




Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 
menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik/siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kretaif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
2.1.3 Pengembangan  
Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal 
maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan 
bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 
mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, 
pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan 
kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, 
mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 
manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar dalam Afrilianasari :2014) 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002, 
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 
memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 
untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 




Maka dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengembangan merupakan upaya untuk membuat, meningkatkan, dan menambah 
yang bermanfaatkan untuk meningkatkan mutu suatu objek yang dikembangkan.  
2.1.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2.1.4.1  Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 22 Tahun 
2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,  Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka 
untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 
mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 
Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang 
dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 
Secara Terminologi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau dapat pula 
disebut Perencanaan Pembelajaran tersusun atas dua kata, yaitu Perencanaan 
Pembelajaran. (Hamzah B. Uno,2014:56)  mengungkapkan bahwa perencanaan 
adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan 
baik, disertai dengan langkah-langkah yang antisipatif guna memperkecil 




ditetapkan. Sedangkan, pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang dilakukan 
oleh seorang guru yang bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, 
melainkan juga sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa mampu belajar 
sehingga hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Andi Prastowo (2015:34) menjelaskan Perencanaan pembelajaran disusun 
untuk kebutuhan guru dalam melamksanakan tugas mengajarnya. Sehingga, 
perencanaan merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam 
kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan program pembelajaran dapat 
berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan, bahkan 
rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak 
dicapai.  
Rencana pelajaran sehari-hari didalamnya menguraikan hal-hal seperti isi 
yang akan diajarkan atau materi, teknik motivasi yang digunakan, langkah-langkah 
atau kegiatan khusus yang akan dilakukan dan bagaimana prosedur penilaian. 
Perencanaan yang bagus adalah perencanaan yang didalamnya melibatkan 
pengalokasian penggunaan waktu, pemilihan isi dan metode pembelajaran yang 
tepat, menciptakan minat, dan membangun lingkungan pembelajaran yang 
produktif (Arend, 2013 : 124) 
Berdasarkan atas pandangan para pakar, dapat disimpulkan bahwa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran adalah dokumen berupa perencanaan pembelajaran yang 
dibuat guru didalamnya berisi Alokasi, Materi yang akan diajarkan, langkah-




dijadikan pedoman proses pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditentukan.  
2.1.4.2   Fungsi dan Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
Seluruh kegiatan pasti membutuhkan proses perencanaan termasuk juga 
proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Rencana merupakan suatu proses 
yang tidak boleh dilewatkan. Menurut Deshimer dalam (Wina Sanjaya, 2008: 
30) perlunya perencanaan pembelajaran agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. 
Sedangkan menurut pandangan (Hamzah B Uno, 2014 : 30), perbaikan 
pembelajaran dilakukan dengan beberapa asumsi antara lain perencanaan 
pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran, dan penetapan 
metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
(Dede Rosyada, 2007:120) mengungkapkan pula bahwa dalam upaya 
meningkatkan efektivitas dan mutu dari proses pembelajaran yang tujuan akhirnya 
adalah mencapai hasil akhir yang terbaik sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan, perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh guru 
sebagai proses persiapan sebelum melakukan proses pembelajaran, walaupun 
belum tentu semua yang direncanakan akan dapat dilaksanakan, karena bisa jadi 
kondisi kelas merefleksikan suatu permintaan yang berbeda dengan rencana yang 
sudah dipersiapkan khususnya yang bersifat opsional. Namun demikian, guru 
diharapkan mampu menyusun perencanaan yang sempurna sesuai dengan 
kebutuhan siswa dan siswa mampu memahami materi serta berbagai pengalaman 




Menurut (Wina Sanjaya, 2017:43-44) ada empat alasan  mengapa 
perencanaan pembelajaran perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu  
 
1) Pembelajaran adalah proses yang bertujuan  
Proses perencanaan yang sebelumnya dirancang oleh guru berorientasi 
kepada tujuan, apapun metode yang digunakan oleh guru bagaimanapun 
langkah-langkah pembelajaran yang dirancang yang digunakan oleh guru 
semua adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran.  
2) Pembelajaran adalah proses kerja sama 
Proses kerjasama yang dimaksud adalah dalam pembelajaran memerlukan 
proses yang melibatkan guru dan siswa. Tanpa adanya dua komponen tersebut 
maka proses pembelajaran tidak akan bisa tercapai, sehingga keduanya perlu 
bekerjasama secara harmonis. 
3) Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks 
Pembelajaran bukan hanya sekedar proses untuk menyampaikan materi 
melainkan proses pembentukan perilaku siswa. Siswa dianggap sebagai 
seorang yang unik dan dalam proses berkembang sehingga memiliki gaya 
belajar yang berbeda. Sehingga proses pembelajaran dalam hal ini merupakan 
proses yang kompleks.  
4) Proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana 




Dalam konteks implementasi kurikulum, perencanaan pembelaran memiliki 
dua fungsi yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan pembelajaran yang 
selengkapnya dijelaskan oleh (Mulyasa, 2016 : 217-218) sebagai berikut : 
1. Fungsi Perencanaan  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran hendaknya mendorong guru lebih siap 
melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh 
karena itu, setiap akan melakukan pembeljaran guru wajib memiliki 
perencanaan, baik perencanaan yang tertulis maupun perencanaan yang tidak 
tertulis. Perencanaan pembelajaran memiliki kedudukan yang esensial dalam 
pembelajaran yang efektif, karena akan membuat disiplin kerja yang baik, 
suasana yang lebih menarik, dan pembelajaran yang diorganisasikan secara 
baik, relevan, dan akurat. 
2. Fungsi Pelaksanaan  
Perencanaan pembelajaran adalah skenario pembelajaran yang akan 
dilaksanakan oleh guru dalam interval yang telah ditentukan. Sehingga fungsi 
dari rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mengefektifkan pelaksanaan 
pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan.  
2.1.4.3    Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 




kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik. Berikut 
Komponen RPP terdiri atas: 
1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;  
2. Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;  
3. Kelas/semester;  
4. Materi pokok;  
5. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 
beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 
dalam silabus dan KD yang harus dicapai;  
6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan 
kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan;  
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;  
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
ketercapaian kompetensi; 
9. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;  
10. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 
menyampaikan materi pelajaran;  
11. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 




12. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, 
dan penutup; dan  
13. Penilaian hasil pembelajaran. 
Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdapat dalam 
Permendikbud No. 22 Tahun 2016 dalam menyusun RPP hendaknya 
memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat 
intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 
gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 
norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  
2. Partisipasi aktif peserta didik.  
3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 
kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.  
4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 
mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  
5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.  
6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan 
sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 
7.  Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 




informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai 
dengan situasi dan kondisi. 
2.1.5 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 
2019 Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2.1.5.1 Pengertian Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 
2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Surat Edaran adalah kebijakan menteri dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya yang berisi pengefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau 
pengaturan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis. Surat Edaran Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 merupakan surat edaran yang 
berisi kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 tentang 
Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 
tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan 
regulasi kebijakan untuk mengefektifkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya yang 
membahas komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Serta menindaklanjuti 
PP Menteri dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013.  
Secara Umum Materi Muatan Surat Edaran yang dikeluarkan Mendikbud 
berisi :  
1. Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting; dalam Surat Edaran 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang 




tertentu yang dianggap penting adalah mengenai komponen RPP dan 
penyusunan RPP 
2. Pengefektifan pelaksanaan peraturan perundangundangan; dalam Surat Edaran 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang 
Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pengefektifan 
terhadap Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 
dasar dan Menengah 
3. Penegasan kebijakan yang bersifat teknis, dalam Surat Edaran Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kebijakan yang dimaksud teknis 
adalah kebijakan yang terdapat di dalam Permendikbud terkait dengan 
pelaksanaan Kurikulum 2013 yang belum dijelaskan secara komprehensif dan 
rinci. 
4. Kebijakan yang mendesak, dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dianggap sebagai kebijakan yang mendesak 
sesuai dengan agenda kebijakan “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pokok kebijakannya adalah 
rencana penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran.  
2.1.5.2 Isi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 




Terdapat empat hal-hal penting yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara lain : 
1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan 
prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid 
2. Bahwa dari 13 (tiga belas) komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar 
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah 
tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan)pembelajaran, dan 
penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, 
sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. 
3. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok 
Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan Individu 
guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan 
mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya 
keberhasilan belajar murid. 
4. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula 
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, dan 3.   
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan yang telah dilakukan menjadi salah satu acuan dan 
pedoman peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat dijadikan contoh 
serta memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan 




didasarkan pada kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, maka peneliti akan mengangkat beberapa penelitian sebagai 
referensi dalam memperkaya bahan kajian peneliti. Hasil penelitian terdahulu yang 
relevan serta terkait dengan topik permasalahan peneliti dapat berupa hasil skripsi 
maupun jurnal yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan  
Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian  






Semester 1 Tahun 
Ajaran 2014/2015 di 
MAN Babakan Tegal 
Kendala yang dihadapi guru 
matematika kelas X di MAN 
Babakan Tegal dalam 
menyusun RPP berbasis 
Kurikulum 2013 antara lain 
karena: a. Sebagian guru 
matematika kelas X belum 
pernah mengikuti pelatihan 
implementasi Kurikulum 
2013. b. Guru merasa bekal 
pemahaman tentang 
Kurikulum 2013 belum 
cukup. c. Terlambatnya 
distribusi buku Kurikulum 
2013. d. Pihak sekolah hanya 
memberikan silabus 
sedangkan format RPP tidak 
diberikan. e. Guru 
beranggapan bahwa 
menyusun RPP Kurikulum 
2013 itu tidak mudah. f. 
Alasan pribadi seperti 
pregnant dan ketiadaan waktu 
untuk menyusun RPP. 






Penelitian ini menghasilkan 
model Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Pendidikan Jasmani Olahraga 
dan Kesehatan dengan 
Pendekatan Saintifik bagi 







Bagi Siswa Sekolah 
Menengah  
Pertama (SMP) 
Pertama (SMP). Dengan 
presentasi penilaian dari 2 
ahli kurikulum sebesar 79% 
(baik), ahli materi sebesar 
80% (baik), dan uji coba guru 
sebesar 78,6% (baik), hasil 
penelitian model Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan 
dengan Pendekatan Saintifik 
bagi siswa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) di 
produk akhir didapat hasil 
79,2% yaitu (baik). 
Hendra Saeful Bahri, 
2017 




(Studi Deskriptif di 
SMA N 1, 2 dan SMA 
N 3 Ciamis) 
Guru mata pelajaran 
Pendidikan 
Kewarganegaraan sudah 
mampu menunjukkan kinerja 
yang sesuai dengan perannya 
sebagai guru yaitu 
merencanakan pembelajaran 
dalam konteks ini yaitu 
menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran 
(RPP). Hal tersebut ditandai 
dengan RPP yang disusun 
oleh guru Pendidikan 
Kewarganegaraan sudah 
lengkap dan sistematis serta 
sudah sesuai dengan 
pedoman penyusunan RPP 
yaitu Permendikbud Nomor 
65 Tahun 2013 
 
Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang disajikan 
dalam tabel diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan 
dengan penelitian yang dilakukan Lutfiyah Nurzain (2015), Listya Martantika 
(2017), dan Hendra Saeful Bahri (2017) yaitu terkait dengan tema yang diangkat 




membahas tentang analisis RPP dalam mata pelajaran Matematika, sedangkan pada 
penelitian yang dilakukan peneliti didalamnya membahas analisis RPP dilihat dari 
kebijakan Surat Edaran Mendikbud No. 14 Tahun 2019 dalam mata pelajaran PPKn 
dibandingkan dengan kebijakan RPP sebelumnya.  
Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Listya 
Martantika (2017) terletak pada pembahasan Pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Sedangkan perbedaannya terletak pada mata pelajaran yang 
menjadi fokus penelitian, dalam penelitian Listya Martantika (2017) difokuskan 
kepada pengembangan RPP mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga, 
sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus kepada pengembangan 
RPP mata pelajaran PPKn. Selain itu perbedaan lainnya terlihat dari segi 
pendekatan penelitian, Listya Martantika (2017) menggunakan pendekatan 
penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
sehingga jenis data yang dihasilkan terdapat perbedaan. 
Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Hendra 
Saeful Bahri (2017) ada pada fokus penelitian yang sama dalam mata pelajaran 
PPKn. Pada penelitian Hendra Saeful Bahri (2017) melakukan analisis terhadap 
kinerja guru dalam penyusunan RPP, sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
peneliti dilakukan kepada guru PPKn lebih kepada perspektif dan implementasi 
kebijakan Surat Edaran Mendikbud No. 14 Tahun 2019 terhadap penyusunan RPP 




2.3 Kerangka Berpikir  
Terdapat dua kerangka berpikir yang disajikan dalam bentuk gambar yang 
terdiri atas gambar kebijakan Surat Edaran Mendikbud No. 14 Tahun 2019 secara 











                 




Gambar 1. Kebijakan Surat Edaran Mendikbud No. 14 Tahun 2019 
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Efektif, Efisien dan 


























MAN 1 Kota Malang melaksanakan Workshop secara periodik yaitu 2 kali dalam 
setahun. Workshop pada tahun ini dilaksanakan pada 22-23 Juni 2020 dihadiri oleh 
74 guru. Pembahasan dalam workshop adalah terkait kurikulum darurat yang 
diberlakukan karena adanya pandemi covid-19 sampai pada waktu yang tidak 
ditentukan. Selain itu juga pembahasan terkait perangkat pembelajaran, dan media 
serta bahan ajar yang digunakan. Setelah workshop guru melakukan penyusunan 
perangkat pembelajaran dan melakukan perencanaan dan persiapan pembelajaran. 
Kemudian setelah semua siap guru menyetorkan RPP, media, dan bahan ajar 
kepada kepala madrasah sebagai bukti bahwa guru telah siap sebelum 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah semua selesai baru guru melakukan 
proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan daring. 
Workshop dan Sosialiasi 
Dinamika perkembangan kurikulum 
termasuk pelaksanaan kurikulum 






dengan kurikulum darurat 
Guru menyetorkan RPP dan 
media dan bahan ajar 
kepada Kepala Madrasah 
Guru melakukan proses 
pembelajaran dengan daring  
